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LAMPIRAN

A. Data Pemohon Atas Nama Junaedi

1. Permohonan

Nomor : Mamasa..., 11 L2 _Eebeuaci 2000
Lampiran : Kepada Yth,
Perihal : Permohonan ,,_(b"iff"r,"_"" bt Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa
di Mamasa
Dengan Hormat,
Nama Pemohon . Juna edi
Umur :.49.12 hun
Pekerjaan : Awgpye ta DPRO - Kap
No. KTP . 160303150811 ooo
Alamat : osmga
Dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama sendiri / selaku kuasa dari :
Nama : -
Umur : ;
Pekerjaan : /
Nomor KTP : = e
Alamat
Berdasarkan surat kuasa nomor Tanggal
dengan ini mengajukan permohonan :
1. Pengukuran Pengembalian Batas 8. Pemecahan / Pemisahan/Penggabungan Hak
@ ~Konversif Pendaftaran Hak 9. Pendaftaran Hak Tanggungan
3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan
4. Pendaftaran Peralihan Hak 11. Penerbitan Sertifikat Pengganti
5. Pendeftaran Pemindahan Hak 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
6. Pendaftaran Pemindahan Hak 13, Pengecekan Sertifikat
7. Pendaftaran Perubahan Hak 14. Pencatatan

Atas Bidang Tanah Hak / Tanah Negara :
Terletak di :&Aﬂo
Desa / Kelurahan 3 M
Kecamatan - Hamagh
Kabupaten / Kota : Mamasa
Nomor Hak :

Untuk melengkapi Permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
1. Foto copy KE
2. Folo. copy. KIP
3. Folo. €opYy. . Jual- Beli
4, i?hﬂ@c_.mi ﬂznb-;/mn Pre

t Kami,
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2. Surat keterangan jual beli

7

— SURAT KETERANGAN JUAL BELI

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MEDY SETIAWAN
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banggo, Kelurahan Mamasa
Disebut sebagai PIHAK PERTAMA/ Penjual

2. Nama : JUNAEDI
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Alamat : Osango

Disebut sebagai PIHAK KEDUA/ Pembeli

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menjual sebidang Tanah Pekarangan beserta dengan Rumah
diatasnya kepada PIHAK KEDUA yang terletak di RT. 01 RW 004, Kelurahan Mamasa, Kecamatan
Mamasa, dengan ukuran 11 x 17 m* dengan harga Rp. 50.000.000,- ( Lima
Puluh Juta Rupiah )

Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : PAPA ENDI
Sebelah Timur : PAILLIN / Papa LIA
Sebelah Selatan  : JALANAN

Sebelah Barat : DEMIANUS

Demikian surat keterangan jual beli ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atas tanah
tersebut maka PIHAK PERTAMA siap bertanggung jawab didepan Hukum tanpa melibatkan
Pemerintah setempat.

Mamasa, 02 Januari 2020

2. ESTERLINA o) s seste )

3. YUSUFD

No. Reg. : 543 L-m{1 Q20
Tanggal : 3?/ \;%\/af %a/o’ /
Terliha

=y
T b
'

5. 3%
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3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

BIDANG TANAH ( SPORADIK )

Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama “qunaep!
Tempat Tgllahir  : cakke s AgWhS 197
Pekerjaan ‘Angqota pPRD. kab
Nomor KTP. 160303 1603410001
Alamat :ognao
Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang
terfetak di Jalan __[BARGA0 RT - RW
Desa / Kelurahan _ MaMAIA Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa.
N.L8 o T ) [ ) 0 ) 1 S
Status Tanah : Tanah Negara
Dipergunakan untuk : C
Batas - batas Tanah Utara v p‘," &'\AA

Tmer  : Paclivh [ papa Lia

Selatan : Adalanan

Barat : Demidnus
Bidang tanah tersebut saya peroleh dari __Mﬂ Sehiawan berdasarkan
—Aual- Boli sejak tahun 2020

yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang

dan tidak dalam sengketa, disaksikan oleh :

1 nams - LUTHER (Ka.Rw4) i YOS UE. D)
Umur . 57 Tahun Umur . 42 Tahun
Pekerjaan : Tani Pekerjaan : wiraswasfa
Aamat - Banggo Aamat : Ranggo

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara
perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam
pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut
sesual ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pihak lain, serta saya juga bersedia

dilakukanmya pembatalan terhadap sertipikat yang telah saya terima oleh pejabat yang berwenang.

Mamasa 35 12 teb 2020

Nomor Register: 343/ LY[kt-m [0 174%¢

Tanggal 2 Fehrvary 2020

Saksi - Saksi
r. LVTHER
2 VF .
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4. Surat keputusan pemberian hak atas tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
NOMOR : { /HM/BPN-31.01/2020
TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA SAUDARA JUNAEDI
ATAS TANAH NEGARA SELUAS 166 M2 TERLETAK DI KELURAHAN MAMASA
KECAMATAN MAMASA, KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT

Membaca

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA,

: Surat permohonan dari Saudara Junaedi, tanggal 12 Februari 2020,
beralamat di Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa,
Provinsi Sulawesi Barat, beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan
permohonan tersebut.

Menimbang : a Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan Hak Milik atas bidang tanah

Mengingat

sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang
No. 30/2020 Tanggal 04-03-2020, Surat Ukur No. 00814/Mamasa/2020
Tanggal 14-04-2020, NIB. 31.01.01.01.00872 seluas 166 M?, yang terletak
di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat.

b. Bahwa Tanah yang dimohon adalah tanah negara yang semula dikuasai
oleh Medy Setiawan kemudian beralih kepada Junaedi, berdasarkan Surat
Keterangan Jual Beli Nomor 593/03/KL-M/1/2020 Tanggal 23 Januari
2020, serta dipertegas dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (SPORADIK) Nomor 593/24/KL-M/11/2020 Tanggal 12 Februari
2020, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Mamasa,
Hermanus, ST, M.Si. Tanah tersebut juga telah dikuasai oleh pemohon
baik secara yuridis maupun secara fisik, sebagaimana diuraikan dalam
hasil pemeriksaan lapang yang dituangkan dalam Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 21/2020, Tanggal 28 April 2020;

c. Bahwa Pemohon mempergunakan tanah tersebut untuk Rumah Tempat
Tinggal sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya;

d. Bahwa Panitia “A" berpendapat permohonan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan untuk
memperoleh Hak Milik dimaksud dipandang telah cukup memenuhi
syarat serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah sehingga dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 jo
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003;
10.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

SN

Naslonal . e

Jolan Buntu Kasisi-Banggo Desa Osango Kec. Mamaso Kab. Mamasa, Ematl: bpn mamaso@gmatl com
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2007;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2009;

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017;

16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013;

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014;

18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 38 Tahun 2016;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA SAUDARA JUNAEDI ATAS
TANAH SELUAS 166 M2 TERLETAK DI KELURAHAN MAMASA, KECAMATAN
MAMASA, KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT.

: Memberikan kepada Saudara JUNAEDI, lahir di Cakke pada tanggal 15

Agustus 1971, bertempat tinggal di Osango, Desa Osango, Kecamatan

Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Hak Milik atas

sebidang tanah dengan luas 166 M? (Seratus enam puluh enam meter

persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 30/2020

tanggal 04 Maret 2020, dengan Surat Ukur Nomor 00814/Mamasa/2020

tanggal 14 April 2020, Nomor Identifikasi Bidang NIB. 31.01.01.01.00872
yang dipergunakan untuk Rumah Tempat Tinggal yang terletak di Kelurahan

Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak
ini, maupun segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan,
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

2. Terhadap bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta
harus dipelihara keberadaannya;

3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesual dengan
peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;

4 Mendaftarkan Hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mamasa.

: Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, harus terlebih dahulu

mendaftarkan hak Milik atas Tanah tersebut selambat-lambatnya 3 (Tiga)
bulan sejak tanggal Keputusan ini, dengan melampirkan asli Surat Setoran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau yang dipersamakan
dengan itu dan menyerahkan kepada petugas Pendaftaran Hak Atas Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, dengan ketentuan apabila
terdapat kewajiban bayar atau kekurangan dalam pembayarannya menjadi
tanggung jawab penerima Hak.

: Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk

menarik..—

Jalan Buntu Kasisi-Banggo Desa Osango Kee. Mamasa Kb, Mamaso, Email: bpn mamasa@gmail com
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Setiap perubahan

menarik seluruh Asli Surat-surat tanda bukti penguasaan atas tanah yang

dimohonkan sertipikatn
ya, serta menyimpannya menjadi warkah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, 4 j K

peruntukan suatu penggunaan tanah yang telah diberikan
harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa,

¢ Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkannya Hak

tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa,

. Keputusan Pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila

penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA
dan Diktum KEDUA

: Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini,

penerima Hak bertanggung jawab sepenuhnya secara perdata maupun
pidana mengenai kebenaran materil atas keabsahan permohonan hak beserta
lampirannya dan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa di Mamasa.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAMASA
PADATANGGAL : o8-66 “sore-

ERFAGRARIA DAN TATA RUANG/
\AMPERTANAHAN NASIONAL
(LAKANTOR PERTANAHAN

PATEN MAMASA

9103 1003

Surat Keputusan ini disampalkan kepada

Saudara : JUNAEDI

Di : Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Direktorat
Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Cq. Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah,
Ruang dan PPAT di Jakarta;

0w

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju;

Bupati Mamasa di Mamasa;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa di Mamasa;

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa di Mamasa;

Jalan Buntu Kasisi-Banggo Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Email: bpn mamasa@gmail.com
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B. Data Pemohon Atas Nama Joni Sambo Karaeng

1. Permohonan

X .Qt

¢ Nomor . o
Lampiran Kepad Vi
Perihal : Permohonan ................. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa
di Mamasa
Dengan Hormat,
Nama Pemoh O J’dhﬁp kacacng
Umur 3.4 = v
Pekerjaan s Joc ula G/ KOp Ble & e an  Birig
No. KTP : /4
Alamat ;05"";0 Pedn Mé‘ e C. s Fp e MMMJ'

Dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama sendiri / selaku kuasa dari :

Nama DR Bedi Bowgpa

Umur R4 fe-.. %

Pekerjaan ottel KeTua, Perngured M), BeliC

Nomor KTP : 2 ;

Alamat '}Au Pramuin  Jt0S) . Pontpreo pd o AR
Berdasarkan surat kuasa nomor Tanggal

dengan ini mengajukan permohonan :
1. Pengukuran Pengembalian Batas 8. Pemecahan / Pemisahan/Penggabungan Hak

2. ~Konversi-f Pendaftaran Hak 9. Pendaftaran Hak Tanggungan
3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan
4. Pendaftaran Peralihan Hak 11. Penerbitan Sertifikat Pengganti
S. Pendeftaran Pemindahan Hak 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
6. Pendaftaran Pemindahan Hak 13, Pengecekan Sertifikat
7. Pendaftaran Perubahan Hak 14, Pencatatan
Atas Bidang Tanah Hak / Tanah Negara :
Terletak di
Desa / Kelurahan : (Certmmsro
Kecamatan  depcror o”;
Kabupaten /Kota  : Mamasa
Nomor Hak :
Untuk melengkapi Permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
1 o oy
2. Jero copy He
g
4.
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2. Surat keterangan jual beli

-
, ' TKE NGAN JUAL BELI AH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
l.  Nama : Simon Pappang
Umur : 62 tahun
Pekerjaan  : Pensiunan PNS (pensiunan Guru)
Alamat : Sumarorong, Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong

Di Sebut sebagai Pihak Pertama / Penjual
2. Nama : JONI SAMBO KARAENG ( Mewakili KSP BALO'TA Cab. Sumarorong)
Umur :52 Tahun

Pckerjaan @ Kepala Kantor KSP BALO'TA Cab. Sumarorong
Alamat : Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa

Discbut Sebagai Pihak Kedua / Pembeli

Pihak Pertama (SIMON PAPPANG) telah menjual sebidang tanah Pekarangan (Kebun) kepada
pihak kedua (JONI SAMBO KARAENG Mewakili KSP BALO'TA). Tanah tersebut terletak di
Lingkungan Lekkong, Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab.Mamasa seluas 245M2 dengan
harga RpS0.000.000.- (lima puluh juta rupish).

Tanah tersebut adalah milik sendini yang dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1969.

Tanah tersebut terletak di Lingkungan Lekkong, Kel. Sumarorong, Kec., Sumarorong, Kab.Mamasa

dengan batas-batas scbagai berikut :
» Sebelah Utara : Tanah milik KSP BALO' TORAJA
» Sebelah Timur : Jalan poros Polewali-Mamasa
D > Scbelah Selatan : Tanah Milik Bapak Pilipus Mairi
» Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Simon Pappang (Pihak Penjual)

Demikian Surat Keterangan Jual Beli ini kami buat dengan sebenar-benamya tanpa ada paksaan dari
pihak manapun, dan apabila di kemudian hari ada pihak yang keberatan atas transaksi jual beli tersebut /
atau terdapat permasalahan atas tanah tersebut maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah
saudara Simon Pappang (pihak pertama/penjual).

Sumarorong, 01 November 2018
Pihak Kedua

Ka.KSP BALO'TA Cab. Sumarorong
7\
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3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

BIDANG TANAH ( SPORADIK )
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Jorlt SAMWMO  kaRACAG
TempatTgilahir  : TATOR, O - 06 - 1966
Pekerjaan s KARY A S/ S5 T8
Nomor KTP : Flo 303 Ol0 ke ocol
Alamat ¢ 0laNGD
Dengan inl menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasal sebidang tanah yang
terletak di Jalan RT RW
Desa / Kelurahan SUMORoronG Kecamatan _SUMARONowe
Kabupaten Mamasa,
N8 o | ] T e = I [ ) s R R
Status Tanah : Tanah Negara
Dipergunakan untuk :
Batas - batas Tanah : Utara : TANAH Milie Catmazivm JoHN Dcweyf
Timur . JAtar poeot polewots
Selatan . _PuLips mMaerp
Baat . _TAMpd Mk Simon | FATIOHE

et %77
\stya peroleh dari SLPIEX beZzg:n
] sejak tahun 2

ini saya secara terus menerus, tidak dijadian / menjadi jJaminan sesuatu hutang
, disaksikan oleh :

1. Nama :L RBn fuin 2. Nama : €<D\,/AHTO
Umur : G . Umur So th.
Pekerjaan : WTGM’ Pekerjaan : Lli o O
o+ TR omar+ L4711 B0 B4 C

Surat Pernyataan Inl saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara

perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam <
pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut

sesual ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pihak lain, serta saya juga bersedia C
dilakukanmya pembatalan terhadap sertipikat yang telah saya terima oleh pejabat yang berwenang.

Sevatetend 1y 25 ~*9 coetq

Nomor Register: §g3 /ool/ LS/ % /2019
Tanggal ‘A8~ 10 sened

Saksi — Saksi
J[uTEe. MuSH

2LEQANR.
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4. Surat keputusan pemberian hak atas tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

NOMOR : | /HGB/BPN-31.01/2020
TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA SAUDARA JONI SAMBOKARAENG ATAS NAMA

KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO' TORAJA

ATAS TANAH NEGARA SELUAS 245 M2 TERLETAK DI KELURAHAN SUMARORONG
KECAMATAN SUMARORONG, KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA,

: Surat permohonan dari Saudara JONI SAMBOKARAENG atas nama KOPERASI
SIMPAN PINJAM BALO' TORAJA (KSP BALO'TA) , tanggal 15 November 2019,
beralamat di Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa,
Provinsi Sulawesi Barat, beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan
permohonan tersebut.

foa

Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas
bidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam
Peta Bidang No. 241/2019 Tanggal 04-12-2019, Surat Ukur No.
00370/Smarorong/2019 Tanggal 04-12-2019, NIB. 31.01.03.01.00376
seluas 245 M2 (Dua ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak
di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa,
Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa Tanah yang dimohon adalah tanah negara yang semula dikuasai
oleh Simon Pappang kemudian beralih kepada Joni Sambokaraeng
mewakili KSP BALO'TA, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal01
November 2018, serta dipertegas dengan Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 593/001/KLS/2019 Tanggal 25
Oktober 2019, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan,
Nicodemus, S.Pd. Tanah tersebut juga telah dikuasai oleh pemohon baik
secara yuridis maupun secara fisik, sebagaimana diuraikan dalam hasil
pemeriksaan lapang yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah “A" Nomor : 17/2020, Tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Pemohon mempergunakan tanah tersebut untuk Tanah
Perkarangan sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan
tanahnya;

Bahwa Panitia "A" berpendapat permohonan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan untuk
memperoleh Hak Guna Bangunan dimaksud dipandang telah cukup
memenuhi syarat serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah
sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif

Aas JeniS .o

Jalan Buntu Kastsi-Bangzo Desa Osango Kec. M: Kob. M Email: bpn. adgmail com
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Menetapkan

KESATU

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang
Badan Pertanahan Nasional;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 /P Tahun 2014
Tentang Pembentukan Kemeterian dan Pengangkatan Manteri Kabinet
Kerja Pariode Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010
Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan
PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas
Tanah dan Keglatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA SAUDARA JONI
SAMBOKARAENG ATAS NAMA KOPERAS SIMPAN PINJAM BALO' TORAJA (KSP
BALO'TA) ATAS TANAH SELUAS 245 M? TERLETAK DI KELURAHAN
SUMARORONG, KECAMATAN SUMARORONG, KABUPATEN MAMASA,
PROVINSI SULAWESI BARAT.

: Memberikan kepada Saudara Joni Sambokaraeng atas nama KSP BALO'TA,

lahir di Tator pada tanggal 01 Juni 1966 , bertempat tinggal di Osango, Desa
Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Hak
Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (Tiga puluh lima) tahun atas
sebidang tanah dengan luas 245 M? (Dua ratus empat puluh lima meter
persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 241/2019
tanggal 04 Desember 2019, dengan Surat Ukur Nomor
00370/Sumarorong/2019 tanggal 04 Desember 2019, Nomor Identifikasi
Bidang NIB. 31.01.03.01.00376 yang dipergunakan untuk Tanah Perkarangan
yang terletak di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

15egala.

Jolan Buntu Kasist-Banggo Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamaso, Email: bpn mamasadgmail com
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L. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak
ini, maupun segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan,
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

2. Terhadap bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta
harus dipelihara keberadaannya;

3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;

4 Mendaftarkan Hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mamasa.

KEDUA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, harus terlebih dahulu
mendaftarkan hak Milik atas Tanah tersebut selambat-lambatnya 3 (Tiga)
bulan sejak tanggal Keputusan ini, dengan melampirkan asli Surat Setoran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau yang dipersamakan
dengan itu dan menyerahkan kepada petugas Pendaftaran Hak Atas Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, dengan ketentuan apabila
terdapat kewajiban bayar atau kekurangan dalam pembayarannya menjadi
tanggung jawab penerima Hak.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk
menarik seluruh Asli Surat-surat tanda bukti penguasaan atas tanah yang
dimohonkan sertipikatnya, serta menyimpannya menjadi warkah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa.

KEEMPAT : Setiap perubahan peruntukan suatu penggunaan tanah yang telah diberikan
harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa.

KELIMA : Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkannya Hak
tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa.

KEENAM . Keputusan Pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila
penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA
dan Diktum KEDUA

KETUJUH : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini,
penerima Hak bertanggung jawab sepenuhnya secara perdata maupun
pidana mengenai kebenaran materil atas keabsahan permohonan hak beserta
lampirannya dan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa di Mamasa.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAMASA
PADATANGGAL : 68 -06 — 3010

an. MENTERI AGRAR!A DAN TATA RUANG/
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C. Data Pemohon Atas Nama M. Lukman

1. Permohonan

Nomor : L Mamasa gl 1L Eebruae; 2020
Lampiran : g:! ;3! a :!‘ l‘ :‘: Kepada Yth,
Perihal : Permohonan @t oreixas Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa
di Mamasa
Dengan Hormat,
Nama Pemohon M- LukMan
Umur ;.22 Tahua
Pekerjaan . Wicasway i
No. KTP : 3603950301 48000%
Alamat : Karpyra Bacs, Bunts Buda
Dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama sendiri / selaku kuasa dari :
Nama : e
Umur : rmasss
Pekerjaan : R
Nomor KTP 3 )
Alamat : Ry
5 e ———
Berdasarkan surat kuasa nomor Tanggal

dengan ini mengajukan permohonan :
1. Pengukuran Pengembalian Batas 8. Pemecahan / Pemisahan/Penggabungan Hak

2. ~Konvessif Pendaftaran Hak 9. Pendaftaran Hak Tanggungan

3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan

4. Pendaftaran Peralihan Hak 11. Penerbitan Sertifikat Pengganti

5. Pendeftaran Pemindahan Hak 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
6. Pendaftaran Pemindahan Hak 13. Pengecekan Sertifikat

7. Pendaftaran Perubahan Hak 14. Pencatatan

Atas Bidang Tanah Hak / Tanah lﬁlegara -
Terletakdi  : Bunfu KAasS,

Desa / Kelurahan : OPAr%0

Kecamatan . MamMasa
Kabupaten / Kota : Mamasa
Nomor Hak H

Untuk melengkapi Permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
_ Foto copd kK

1 J

2. .Foko. copy kTe

3. .Felo.. JualzBals

. lm%%pé::!vgﬁ
Hormat Kami,
M- LUKMAN
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2. Surat keterangan jual beli

SURAT KETERANGAN JUAL BEL|

Kami yang bertandatangan di bawah :

1. Nama : RATIH KALOU
Umur : 47.Tahun
Pekerjaan @ URT
Alamat : DESA KARIANGO

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA / Penjual

2. Nama : M.LUKMAN
Umur 1 22.TAHUN
Pekerjaan  : WIRASWASTA
Alamat : KAMPUNG BARU DS. BUNTUBUDA

Disebut sebagai PIHAK KEDUA / Pembeli

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menjual sebidang Tanah Pekarangan kepada PIHAK KEDUA yang
terletak di Dusun Buntukasisi’, Desa Osango Kec. Mamasa, dengan ukuran 15 x 10.m dengan harga
Rp 15.000.000,-(Uma belas juta Rupiah)

Adapun batas - batas tanah sebagal berikut :

W Sebelah Utara : Ambe’Limbong
W Sebelah Timur : Jalan

W Sebelah Selatan  : Ratih Kaloli
MW Sebelah Barat : Ratih Kaloli

Demikian surat keterangan jual beli ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun, dan apabila dikemudian harl terdapat permasalahan atas tanah tersebut maka
PIHAK PERTAMA siap bertanggung jawab didepan hukum tanpa melibatkan Pemerintah setempat.

Mamasa, 11 februari 2020

w HAK PERTAMA

SAKSI ~ SAKSI :

1. ALBERT (Ka. Dusun ){ eeencnnicd)

2. HARTARTHO (

3. BONGGAITO. {eomstomsmmmesseceesmrrns )

(No. Reg.: 59370 /9 f20%
Tanggal : 11/2/2%20#0
Terlihat : 12/2/2020
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3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK

BIDANG TANAH ( SPORADIK )

Yang bertanda tangan dibawah ini -
Nama : M. LUKMAN
TempatTgllahlr  : Mamasa, 07 Jpnuari 1948
Pekerjaan L WIragwas fo
Nomor KTP 1760303,0101480009
Alamat ‘Kampung Baru,ps Bunfu Buda
Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasal sebidang tanah yang
terletak di Jalan Bunfu__kasis: RT ey PO
Desa / Kelurahan __0Sango Kecamatan __Mamasa
Kabupaten Mamasa.
N.1B S | R 0 ) ) e ) |
Status Tanah : Tanah Negara
Dipergunakan untuk :
Batas-batasTanah :  Utara  : Ambe' Limbong

Timur : ,GL‘._.._ = e

Selatan  : Rakh Kabolt

Barat Rt [ealoly VT
Bidang tanah tersebut saya peroleh dari __ Rapth &aleli berdasarkan

= i . sejak tahun 2020

yang sampai saat ini saya kuasal secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang
dan tidak dalam sengketa, disaksikan oleh :

1. Nama . ALBEAT ( Ka-cdusun) 2. Nama . BovgGAtto
Umur : 5o T“"n Umur . 60.‘1qh_“_"_-H e
Pekerjaan : Wirdgwasia Pekeroan : MM ..
Aamat  : Bunki Kagigi Aamat : Palte’

Surat Pernyataan inl saya buat dengan sebenar-benamya dengan penuh tanggung jawab balk secara
perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam
pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut
sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pihak lain, serta saya juga bersedia

dilakukanmya pembatalan terhadap sertipikat yang telah saya terima oleh pejabat yang berwenang.

05990, Tg1 [2_Februar: 2024
* embuat pernyataan,

-

2e0l0
Nomor Register: m/ “f/ 0!‘0/ ﬂ/
Tanggal ‘A2 Febrvan' 2020
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4. Surat keputusan pemberian hak atas tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

NOMOR : &3/ HM/BPN-31.01/2020
TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA SAUDARA M. LUKMAN
ATAS TANAH NEGARA SELUAS 113 M? TERLETAK DI DESA OSANGO
KECAMATAN MAMASA, KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA,

: Surat permohonan dari Saudara M. Lukman, tanggal 12 Februari 2020,
beralamat di Buntu Buda, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, beserta berkas-berkas yang berhubungan
dengan permohonan tersebut.

LA

Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan Hak Milik atas bidang tanah
sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang No.
33/2020 Tanggal 05-03-2020, Surat Ukur No. 01256/0Osango/2020
Tanggal 14-04-2020, N1B. 31.01.01.02.01323 seluas 113 M?, yang terletak
di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat.
Bahwa Tanah yang dimohon adalah tanah negara yang semula dikuasai
oleh Ratih Kaloli kemudian beralih kepada M. Lukman, berdasarkan Surat
Keterangan Jual Beli Nomor 593/07/11/2020 Tanggal 11 Februari 2020,
serta dipertegas dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SPORADIK) Nomor 593/067/DS0/11/2020 Tanggal 12 Februari 2020,
yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Osango, Marthen
Arruansilomba, SE. Tanah tersebut juga telah dikuasai oleh pemohon baik
secara yuridis maupun secara fisik, sebagaimana diuraikan dalam hasil
pemeriksaan lapang yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah “A" Nomor : 20/2020, Tanggal 28 April 2020;
Bahwa Pemohon mempergunakan tanah tersebut untuk Tanah
Perkarangan sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan
tanahnya;
Bahwa Panitia A" berpendapat permohonan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan untuk
memperoleh Hak Milik dimaksud dipandang telah cukup memenuhi syarat
serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah sehingga dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 jo
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015;
. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015;
. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003;

Nown

©®

10, Peraturan 1

Jalan Buntu Kastsi-Barggo Desa Osango Kec. Mamasa Kab, Mamasa, Email: bpn mamasa@gmail. com
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan  Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;

11.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

12. Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006;

13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2007;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2009;

15, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017;

16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013;

17.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014;

18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
38 Tahun 2016;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2012,

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA SAUDARA M. LUKMAN ATAS
TANAH SELUAS 113 M2 TERLETAK DI DESA OSANGO, KECAMATAN MAMASA,
KABUPATEN MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT.

: Memberikan kepada Saudara M. LUKMAN, lahir di Mamasa pada tanggal 07

Januari 1998, bertempat tinggal di Buntu Buda, Desa Buntu Buda, Kecamatan

Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Hak Milik atas sebidang

tanah dengan luas 113 M? (Seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana

diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 33/2020 tanggal 05 Maret 2020,

dengan Surat Ukur Nomor 01256/0sango/2020 tanggal 14 April 2020, Nomor

Identifikasi Bidang NIB. 31.01.01.02.01323 yang dipergunakan untuk Tanah

Perkarangan yang terletak di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten

Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai

berikut:

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena Pemberian Hak
ini, maupun segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan,
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

2. Terhadap bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta
harus dipelihara keberadaannya;

3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;

4 Mendaftarkan Hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mamasa.

¢ Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, harus terlebih dahulu

mendaftarkan hak Milik atas Tanah tersebut selambat-lambatnya 3 (Tiga)
bulan sejak tanggal Keputusan ini, dengan melampirkan asli Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau yang dipersamakan dengan itu
dan menyerahkan kepada petugas Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamasa, dengan ketentuan apabila terdapat kewajiban

bayar atau kekurangan dalam pembayarannya menjadi tanggung jawab
penerima Hak.

xrmg#::
Jalan Buntu Kasisi-Banggo Desa Orango Kec. Mamasa Kob. Mamasa, Email bpa mamasadgmail com
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KETIGA s Memerimahkan
/ menarik kepald

urat-surat tanda bukti penguasaan atas tanah yang

dimoh
onkan sertipikatnya, serta menyimpannya menjadi warkah pada Kantor

KEEMPAT , Pertanahan Kabupaten Mamasa,

KELIMA . Kabupaten Mamasa,

KEENAM . Keputusan Pembe

Setiap perubahan peru

ntukan suatu
harus terlebih dahu) Suatu penggunaan tanah yang telah diberikan

U memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan

Hak Milik ini mulaj berlaku terhitu
ng sejak tanggal didaftarkannya Hak
tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa,

rian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila penerima

::El;) g:ak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA dan Diktum

KETUJUH : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini,
penerima Hak bertanggung jawab sepenuhnya secara perdata maupun pidana
mengenai kebenaran materil atas keabsahan permohonan hak beserta
lampirannya dan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa di Mamasa.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAMASA
PADA TANGGAL : C3-c6- rodor

Surat Keputusan ini disampaikan kepada
Saudara : M.LUKMAN

Di

: Buntu Buda, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1

N wN

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Direktorat Jenderal

Hubungan Hukum Keagrarfaan Cq. Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan
PPAT di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
Bupati Mamasa di Mamasa;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa di Mamasa;
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa di Mamasa;

MMWMWK«MMM.MMDF.WM
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D. Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Mamasa

IRTLLLIITIN

‘ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA

Vhnt Jalan Buntu Kasisi Banggo Mamasa Email : bpn.mamasa@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: UP.02.03/191-76.03/X11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKIRMAN. SH.,SiT
Nip : 19730515 199403 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : DAVID MARS TORNADO

Nomor Pokok : B022182030

Fak/Program Studi : Hukum Universitas Hasanuddin/Magister (S2) Kenotariatan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan
skripsi dengan judul Keabsahan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak di Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamasa pada Bulan Nopember Tahun 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Mamasa, 03 Desember 2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

- A
“ SUKIRMAN. SH..S SiT
NIP. 19730515 199403 1 002
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E. Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan,
Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Mamasa

-9 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
M KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
MAMASA

Jalan Poros Mamasa, Kel. Osango, Kec. Mamasa, Mamasa Telp -, Fax -

Nomor . S-3/WPJ.15/PPK.16/2021 18 Februari 2021
Sifat . Biasa

Lampiran 2

Hal . Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 7439/UN4.5.1/PT.01.04/2020 tanggal 16
November 2020 hal Permohonan Izin Penelitian, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut
namanya dibawah ini telah melaksanakan penelitian berupa wawancara pada tanggal 16 Februari
2021 di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mamasa :

Nama : David Mars Tornado

Nomor Induk : B022182030 ;

Program Studi : Magister (S2) Kenotariat, Penerbitan b

Judul Penelitian - Keabsahan Renelitian Surat Keputusan Pemberian Hak Atas

Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanpa Disertai Surat
Setoran Pajak

Demikian surat keterangan penelitian diberikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

-l

Didik Suhendro

Tembusan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majené
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